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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perbincangan mengenai hukum di Indonesia pastinya tidak terlepas 

dari lembaga penegak hukum, tidak terkecuali organisasi advokat. Istilah 

advokat bukan asli bahasa Indonesia namun berasal dari bahasa Belanda 

yaitu Advocaat, yang berarti orang yang memberikan jasa hukum baik 

diberikan di dalam atau di luar sidang.1 Sedangkan pengertian advokat 

menurut pasal 1 butir 1 undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang 

advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam 

maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan 

ketentuan undang-undang yang mengatur.2 Organisasi advokat sendiri 

adalah sebuah wadah profesi advokat yang didirikan dengan tujuan 

meningkatkan kualitas profesi advokat dengan dasar pendirian organisasi 

advokat adalah undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. 

Tugas utama advokat antara lain membela kepentingan klien yang 

terkena masalah hukum dan melindungi kepentingan klien pada saat 

berlangsungnya proses peradilan.3 Pada awal orde baru para advokat 

Indonesia memiliki banyak organisasi advokat, namun sebenarnya yang 

                                                                    
1 Ishaq, Pendidikan Keadvokatan, (Jakarta: sinar Grafika, 2010), 2. 
2 Ibid., 3 
3 Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat lampiran Negara 

Republik Indonesia 
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paling diakui keberadaannya dalam lingkup Nasional adalah Persatuan 

Advokat Indonesia atau lebih dikenal dengan nama Peradin. Dikarenakan 

memang Peradin didirikan dengan tujuan  mentransformasikan ke dalam 

sebuah organisasi advokat yang lebih besar. Dengan berkembangnya waktu 

Peradin berhasil menjalankan peran yang signifikan bagi perbaikan tidak 

hanya profesi advokat, melainkan juga sistem hukum dan peradilan 

Indonesia. Namun pada kelanjutannya Peradin dilemahkan dengan berbagai 

cara diantaranya, dengan melegitimasi pembentukan berbagai organisasi 

advokat baru seperti Himpunan Penasihat Hukum Indonesia (HPHI), Pusat 

Bantuan dan Pengabdian Hukum (Pusbadi), serta Forum Studi dan 

Komunikasi Advokat (Fosko Advokat)4. 

Setelah munculnya berbagai organisasi advokat, pemerintah 

mengambil keputusan untuk menjadikan organisasi dalam satu wadah 

tunggal yang telah disetujui yakni dengan nama Ikatan Advokat Indonesia 

(Ikadin). Ikadin didirikan di Jakarta pada tanggal 10 November 1985 yang 

ide pendiriannya pertama kali ditawarkan dalam kongres Peradin 1980 di 

Surabaya5. Meskipun Ikadin sudah lahir tetap saja bermunculan berbagai 

organisasi advokat baru, baik yang pembentukannya dilatarbelakangi oleh 

konflik internal maupun alasan lain, dan akhirnya terbentuklah Komite 

Kerja Advokat Indonesia (KKAI) oleh Ikadin, AAI, IPHI, Asosiasi 

Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar 

                                                                    
4 Binziad Kadafi, Advokat Indonesia Mencari Legitimasi, Studi tentang Tanggung Jawab Profesi 

Hukum di Indonesia, (Jakarta: Pusat Study Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2001), 270. 
5 Ibid., 285. 
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Modal (HKHPM), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), dan Himpunan 

Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), ditambah dengan Asosiasi 

Pengacara Syariah Indonesia (APSI).6 

Dalam perkembangan organisasi advokat selanjutnya telah lahir dasar 

untuk mengemban profesi sebagai advokat serta wujud untuk mempertegas 

pengakuan negara terhadap profesi advokat yakni undang-undang nomor 18 

tahun 2003 tentang advokat, namun dalam undang-undang nomor 18 

Tahun 2003 tentang advokat yang perlu dikaji adalah pasal 4 ayat (1) dan 

pasal 28 ayat (1). Dalam pasal 28 ayat (1) diamanatkan untuk membentuk 

wadah tunggal organisasi advokat dan pada akhirnya pada tanggal 21 

Desember 2004,  kedelapan organisasi advokat yang tergabung dalam 

KKAI tersebut membulatkan tekad untuk membentuk organisasi advokat 

melalui Deklarasi Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia pada tanggal 

21 Desember 2004 yang kemudian lahirlah PERADI (Perhimpunan 

Advokat Indonesia). 

Terbentuknya Peradi ternyata tidak otomatis membuat advokat berada 

pada satu naungan organisasi, seiring berjalannya waktu tetap berdiri 

berbagai organisasi advokat di Indonesia, beberapa organisasi menyatakan  

diri sebagai organisasi advokat yang sah dan sesuai dengan mandat dari 

undang-undang nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, bahkan dalam 

perkembangannya di internal organisasi advokat itu sendiri malah terjadi 

                                                                    
6 Binziad Hadfi, Ruu Tentang Provesi Advokat dan Sejarah Pengaturan Advokat di Indonesia, 

www.mappi.com (20 Juni 2016) 

http://www.mappi.com/
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perpecahan, sehingga muncul lagi organisasi advokat lain yaitu KAI 

(Konggres Advokat Indonesia) dan AAI (Asosiasi Advokat Indonesia). 

Kemudian dalam pasal 4 ayat (1) disebutkan: “Sebelum menjalankan 

profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji 

dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi Negeri di 

wilayah domisili hukumnya”. Bunyi sumpah advokat sesuai dengan 

undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang advokat dalam pasal 4 ayat2 

yaitu: 

“Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji : a). Bahwa saya akan memegang 

teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar Negara dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia; b). Bahwa saya untuk memperoleh profesi 

ini,langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara 

apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada 

siapapun juga’ c). Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai 

pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab 

berdasarkan hukum dan keadilan; d). Bahwa saya dalam melaksanakan tugas 

profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan menjanjikan sesuatu 

kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan 

atau menguntungkan bagi perkara klien yang sedang atau akan saya tangani; 

e). Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan 

kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab 

saya sebagai advokat; f). Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan 

pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut 

hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai 

seorang advokat”.7 

Di sisi lain Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 089/KMA/2010 

Tanggal 25 Juni 20010 yang pada pokoknya ketua Pengadilan Tinggi dapat 

mengambil sumpah para advokat yang telah memenuhi syarat dengan 

ketentuan bahwa usul penyumpahan tersebut harus diajukan oleh pengurus 

Peradi, sesuai dengan penjelasan di atas ternyata kesepakatan itu tidak 

                                                                    
7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat  lembaran Negara Republik Indonesia. 
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dapat diwujudkan sepenuhnya bahkan Peradi yang dianggap sebagai wadah 

tunggal sudah terpecah belah dan masing-masing saling mengklaim sebagai 

pengurus yang sah. 

Dari permasalahan tersebut, Mahkamah Agung dengan berbagai 

pertimbangan membuat keputusan dengan menerbitkan Surat Ketua 

Mahkamah Agung nomor 73/KMA/HK.01/1X/2015 tentang penyumpahan 

advokat dengan harapan dapat memecahkan polemik yang sedang terjadi 

dalam organisasi-organisasi advokat yang saling menyatakan dirinya 

sebagai organisasi yang sah menurut undang-undang nomor 18 Tahun 2003 

tentang advokat. Mengingat kewenangan Mahkamah Agung yang 

tercantum dalam UUD 1945 sebagai berikut:8 

1. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada 

tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang 

berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang 

menentukan lain; 

2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang 

terhadap undang-undang; dan 

3. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang. 

Para ahli pun berpendapat tentang tugas Mahkamah Agung yaitu tugas 

hakim/badan peradilan sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman 

dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya 

                                                                    
8 Undang Undang Dasar tahun 1945 lembaran Negara Republik Indonesia. 
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dan sebuah Mahkamah Konstitusi.9 Serta Mahkamah Agung juga memiliki 

beberapa fungsi yaitu: 

1. Fungsi mengadili, yaitu memeriksa dan memutus perkara permohonan 

kasasi dan peninjauan kembali. 

2. Fungsi menguji peraturan perundang-undangan, yaitu untuk menilai 

apakah  suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tidak 

bertentangan dengan perundang-undangan yang dibawahnya. 

3. Fungsi pengaturan, yaitu untuk mengisi kekosongan hukum.\ 

4. Fungsi memberi nasehat dan pertimbangan hukum, yaitu memberikan 

nasehat hukum kepada presiden dalam hal permohonan grasi dan 

rehabilitasi serta memberi pertimbangan hukum ke lembaga tinggi 

negara lain. 

5. Fungsi membina dan mengawasi yaitu membina dan mengawasi 

peradilan dan hakim di bawahnya. 

6. Fungsi administrasi yaitu mengelolah administrasi keuangan dan 

organisasinya sendiri. 

Apabila dihubungkan dengan polemik yang terjadi dalam organisasi-

organisasi advokat, Mahkamah Agung mempunyai kewajiban untuk 

mengisi kekosongan hukum, dengan ini Mahkamah Agung mengambil 

tindakan dengan mengeluarkan atau menerbitkan Surat Ketua Mahkamah 

Agung nomor 73/KMA/HK.01/1X/2015 tentang penyumpahan advokat. 

                                                                    
9 Undang Undang No.5 tahun 2004 tentang perubahan UU No.  14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung lembaran Negara Republik Indonesia 
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Dalam surat ketua Mahkamah Agung tersebut berisikan bahwa setiap 

organisasi advokat bisa mengajukan penyumpahan untuk para anggotanya 

kepada Pengadilan Tinggi Negeri.10 

Dalam hukum Islam sendiri menentukan sebuah hukum harus 

berdasarkan atas kemaslahatan hidup manusia dengan mendatangkan 

manfaat dan menghindari madharat, untuk meninjau hal tersebut ada 

sebuah metodologi untuk mengetahui apa tujuan dari ditetapkannya hukum 

yakni maqa>s{id al-shari>’ah. Dimana Imam al-Sha>tibi dalam kitab al-

muwa>faqat berkata: “sekali-kali tidaklah syariat itu dibuat kecuali untuk 

merealisasikan manusia baik di dunia maupun di akhirat dan dalam rangka 

mencegah kemafsadatan yang akan menimpa mereka”.11 Tujuan dari 

hukum syariat adalah untuk merealisasikan kemaslahatan hidup manusia 

dengan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat, dari sini penulis 

tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan menggunakan analisis maqa>s{id 

al-shari>’ah untuk mengetahui apakah dari Surat Ketua Mahkamah Agung 

nomor 73/KMA/HK.01/1X/2015 sudah mencerminkan kemaslahatan atau 

sebaliknya yakni kemad}aratan. 

 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Dari paparan latar belakang di atas maka pokok yang akan dikaji dalam 

pembahasan ini adalah: 

                                                                    
10 Surat Ketua Mahkamah Agung No. 73/KMA/HK.01/1X/2015 tentang advokat lembaran 

Negara Republik Indonesia 
11Sapiudin Shidiq, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2011), 225. 
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1. Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 73/KMA/HK.01/1X/2015 

tentang Penyumpahan Advokat 

2. Pertimbangan Ketua Mahkamah Agung dalam Surat Ketua Mahkamah 

Agung nomor 73/KMA/HK.01/1X/2015 tentang penyumpahan advokat 

3. Dampak dari terbitnya Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 

73/KMA/HK.01/1X/2015 tentang penyumpahan advokat 

4. Tata cara pelaksanaan sumpah di muka sidang terbuka pengadilan 

tinggi wilayah domisili 

5. Status advokat yang belum melakukan sumpah advokat 

6. Kedudukan organisasi advokat 

7. Peran dan fungsi organisasi advokat 

8. Tinjauan maqa>s{id al-shari>’ah terhadap pertimbangan ketua Mahkamah 

Agung dalam Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 

73/KMA/HK.01/1X/2015 tentang penyumpahan advokat. 

Dari beberapa identifikasi masalah di atas, perlu diperjelas batasan  

atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji/diteliti dalam penelititan ini 

agar penelitian ini dapat terarah permasalahan yang akan dikaji/diteliti, 

adapun batasan masalah dalam pembahasan ini yaitu: 

1. Pertimbangan Ketua Mahkamah Agung dalam Surat Ketua Mahkamah 

Agung nomor 73/KMA/HK.01/1X/2015 tentang penyumpahan advokat 

2. Tinjauan maqa>s{id al-shari>’ah terhadap pertimbangan Ketua Mahkamah 

Agung dalam Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 

73/KMA/HK.01/1X/2015 tentang penyumpahan advokat 
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C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang dapat diangkat berdasarkan latar belakang di 

atas adalah: 

1. Bagaimana Pertimbangan Ketua Mahkamah Agung dalam Surat Ketua 

Mahkamah Agung nomor 73/KMA/HK.01/1X/2015 tentang 

penyumpahan advokat? 

2. Bagaimana Analisis maqa>s{id al-shari>’ah terhadap pertimbangan Ketua 

Mahkamah Agung dalam Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 

73/KMA/HK.01/1X/2015 tentang penyumpahan advokat? 

 

 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang 

sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga 

terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan tidak merupakan 

pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.12 

Penelitian mengenai organisasi advokat ini banyak diteliti oleh peneliti 

sebelumnya. Tema yang berkaitan diantaranya yaitu: 

1. Penelitian saudara Kusaeri pada tahun 2004 tentang respon lembaga 

bantuan hukum Surabaya terhadap undang-undang nomor 18 Tahun 

                                                                    
12 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan 

Skripsi, (Surabaya: 2014), 8. 
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2003 tentang advokat, Penelitian ini memfokuskan membahas tentang 

tanggapan lembaga bantuan hukum terhadap undang-undang nomor 18 

Tahun 2003 tentang advokat yang masih belum jelas mengenai 

existensi advokat syari’ah yang secara yuridis mempunyai kewenangan 

untuk melakukan advokasi/pendampingan hukum dan mempunyai 

kewenangan sama dengan advokat yang berbasis perguruan tinggi 

umum sehingga perlu untuk diajukan judicial review.13 

2. Penelitian saudara M. Johan Kurniawan pada tahun 2011 tentang 

eksistensi dan wewenang advokat dalam mendampingi terdakwa 

ditinjau dalam hukum Islam yang membahas tentang konsep 

perwakilan dalam sebuah perkara ditinjau dari sudut pandang hukum 

Islam. Berdasarkan kajian yang diteliti dari penelitian tersebut adalah 

pada existensi dan wewenang advokat menurut undang-undang nomor 

18 tahun 2003 tentang advokat dalam mendampingi terdakwa adalah 

memberikan bantuan hukum kepada terdakwa, baik di dalam 

persidangan maupun di luar persidangan; bisa sebagai wakil dalam 

beracara maupun tidak atau memberikan jalan yang harus ditempuh 

ketika seseorang tersangkut perkara di pengadilan.14 

Dari dua penelitian yang sudah ada, terlihat bahwa dari segi tema ada 

kesamaan yakni mengenai organisasi advokat, perbedaan utama dengan 

penelitian yang sudah ada yaitu terletak pada pembahasannya, penelitian 

                                                                    
13 Kusaeri, “Respon Lembaga Bantuan Hukum Surabaya terhadap Undang-Undang No.18 Tahun 

2003 tentang advokat”, (Skripsi--IAIN Sunan Ampel 2003). 
14 M. Johan Kurniawan, “Existensi dan Wewenang Advokat dalam Mendampingi Terdakwa 

ditinjau dalam Hukum Islam” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel 2011) 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11 
 

 

 
 

sebelumnya membahas tentang tanggapan dari lembaga bantuan hukum 

terhadap undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat yang lebih 

fokus pada eksistensi advokat berbasis perguruan tinggi syari’ah. 

Sedangkan penelitian yang kedua, menganalisis konsep perwakilan dalam 

berperkara yang dilihat dari sudut pandang hukum Islam 

Mengingat pembahasan mengenai analisis maqa>s{id al-shari>’ah 

terhadap Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 73/KMA/HK.01/1X/2015 

tentang penyumpahan advokat belum pernah dikaji dan untuk menghindari 

multi tafsir dalam Sura\t Ketua Mahkamah Agung nomor 

73/KMA/HK.01/1X/2015 tentang penyumpahan advokat, terlebih melihat 

fenomena yang terjadi saat ini dimana banyak organisasi advokat yang 

saling berselisih. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Setiap penulisan ilmiah tentu memiliki tujuan pokok yang akan dicapai 

atas pembahasan materi tersebut. Oleh karena itu, penulis merumuskan 

tujuan penelitian skripsi sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui pertimbangan Ketua Mahkamah Agung dalam 

Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 73/KMA/HK.01/1X/2015 

tentang penyumpahan advokat. 

2. Untuk mengetahui analisis maqa>s{id al-shari>’ah terhadap pertimbangan 

Ketua Mahkamah Agung dalam Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 

73/KMA/HK.01/1X/2015 tentang penyumpahan advokat. 
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F. Kegunaan Hasil Penelitian 

Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini mencakup kegunaan 

teoritis dan kegunaan praktis yaitu: 

a. Segi teoritis yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan, pemikiran, dan pengetahuan bagi penelitian 

selanjutnya serta dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan khususnya pada program studi Hukum Pidana Islam 

(Jinayah), jurusan Hukum Publik Islam, Fakultas Syariah dan Hukum. 

b. Segi praktis yaitu diharapkan para akademisi dapat dijadikan rujukan 

dalam berijtihad, juga sebagai acuan dalam meningkatkan kualitas 

hukum, khususnya pada Mahkamah Agung, dalam pengambilan 

keputusan bila nantinya menghadapi problematika yang serupa. 

 

G. Definisi Operasional 

Perlu dijelaskan secara operasional untuk memahami maksud kajian 

dan uraian lebih lanjut, agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memberi 

orientasi terhadap penelitian ini.  

1. Maqa>s{id al-shari>’ah secara etimologi adalah gabungan dari dua kata: 

maqa>s{id dan al-shari>’ah. Maqa>s{id adalah bentuk plural dari maqs}ad 

yang merupakan derivasi dari kerja qas}ada-yaqs}udu yang mempunyai 

banyak arti, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil, 

konsisten, tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara 
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berlebih-lebihan dan kekurangan, sementara kata shari>’ah , secara 

etimologi bermakna jalan menuju mata air. Dari kedua kata bila 

dinisbatkan maka yang segera terlintas adalah tujuan-tujuan hukum 

syara’ (Fiqh), baik maqa>s{id al-shari>’ah sebagai teori penggalian hukum 

maupun sebagai contoh penerapan hukum dengan basis maqa>s{id al-

shari>’ah15. Dalam penelitian ini penulis mengkonsentrasikan maqa>s{id 

al-shari>’ah pada maslahah al-mursalahnya untuk mengetahui tujuan 

dari penetapan Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 

73/KMA/HK.01/1X/2015 tentang penyumpahan advokat. Maslahah al-

mursalah sendiri mempunyai definisi secara bahasa dapat diartikan 

segala sesuatu yang dapat mewujudkan kebaikan dan terhindar segala 

macam mad}arrah (bahaya) atau mafsadah (kerusakan) dalam 

kehidupan manusia.16 

2. Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 73/KMA/HK.01/1X/2015 

tentang penyumpahan advokat adalah surat keputusan (beschikking) 

yang dikeluarkan ketua Mahkamah Agung, pada penelitian ini Surat 

Ketua Mahkamah Agung mengenai penyumpahan advokat.17 

 

H. Metode Penelitian 

                                                                    
15 A. Halil Thahir, Ijtihad Maqasidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksitas 

Maslahah..., 15. 
16 Ibid.,16. 
17 Henry P. Pangabean. “Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-Hari” (Jakarta: Sinar 

Harapan. 2001) 143. 
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Metode penelitian adalah tata cara yang digunakan untuk 

mengumpulkan atau mengolah bahan dan menemukan kebenaran dalam 

suatu penelitian yang dilakukan. Penelitian ini dapat digolongkan dalam 

jenis penelitian kualitatif (kepustakaan) dengan prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis dari dokumen, undang-

undang, bahan-bahan pustaka (library research), artikel-artikel dan sumber-

sumber yang berkaitan dengan Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 

73/KMA/HK.01/1X/2015 tentang penyumpahan advokat. Untuk 

mendapatkan hasil yang akurat dalam menjawab rumusan masalah dalam 

penelitian ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Data yang dikumpulkan 

Data yang dikumpulkan adalah data yang akan dihimpun atau 

digali melalui sumber-sumber data yang berkaitan dengan Surat Ketua 

Mahkamah Agung No. 73/KMA/HK.01/1X/2015 tentang 

penyumpahan advokat. Data yang digunakan untuk menjawab 

pertanyaan dalam rumusan masalah adalah: 

a) Pertimbangan Ketua Mahkamah Agung dalam Surat Ketua 

Mahkamah Agung nomor 73/KMA/HK.01/1X/2015 tentang 

penyumpahan advokat 

(1) Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 089/KMA/VI/2010 

(2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 

(3) Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat 

b) Teori maqa>s{id al-shari>’ah 
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(1) Definis maqa>s{id al-shari>’ah  

(2) Prinsip maqa>s{id al-shari>’ah 

(3) Tujuan penerapan al-shari’ah 

(4) Maslahah al-mursalah 

2. Sumber data  

Sumber data yakni sumber penggalian data, baik primer maupun 

skunder.18 dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data 

yaitu:  

a) Sumber primer  

Sumber primer adalah sumber data yang paling utama, terikat 

dengan penelitian yang dilakukan, dan memungkinkan untuk mendapat 

sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian, 

sumber primer dari penulisan ini yaitu: 

1) Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 

73/KMA/HK.01/1X/2015 tentang penyumpahan advokat 

2) Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 089/KMA/VI/2010 

3) Undang-undang nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat 

b) Sumber sekunder 

Sumber  sekunder adalah sumber data yang bersifat membantu dan 

melengkapi sumber primer, sumber skunder dari penulisan ini yaitu : 

1) Pandangan ulama tentang maqa>s{id al-shari>’ah 

                                                                    
18 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan 

Skripsi..., 9. 
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2) A. Halil Thahir, Ijtihad Maqasidi Rekonstruksi Hukum Islam 

Berbasis Interkoneksitas Maslahah, LKIS printing cemerlang: 

Jogjakarta, 2015. 

3) Asmawi, “teori maslahat dan relevansinya dengan perundang-

undangan pidana kghusus di Indonesia”, Badan litbang dan 

diklat KEMENAG RI, Jakarta, 2010. 

4) Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, Logos Wacana 

Ilmu, Jakarta, 1997. 

5) Miftahul Arifin, Usul Fiqih Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum 

Islam, Citra Media, Surabaya, 1997. 

6) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel 

Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, Surabaya, 2014. 

7) Henry P. Pangabean, Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik 

Sehari-Hari, sinar harapan, jakarta, 2001. 

8) Binziad Kadafi, Advokat Indonesia Mencari Legitimasi, Studi 

tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Pusat 

Study Hukum dan Kebijakan Indonesia: Jakarta, 2001. 
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3. Teknik pengumpulan data 
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Teknik pengumpulan data adalah teknik pengumpulan data yang 

secara riil (nyata) digunakan dalam penelitian, bukan yang disebut 

dalam literatur metodologi penelitian.19 Penulis mengumpulkan data 

ini dengan cara dokumentasi, yaitu mencari pokok-pokok bahasan yang 

sesuai dengan pembahasan karya ilmiah ini. Kemudian penulis 

membaca, menulis, mengkaji, merangkum, dan mengumpulkan data 

yang berkaitan dengan Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 

73/KMA/HK.01/1X/2015 tentang penyumpahan advokat, tersebut. 

4. Teknik Pengolahan Data 

Data yang diperoleh dari penggalian sumber-sumber data tersebut 

diolah dengan tahapan sebagai berikut: 

a. Editing yaitu Melakukan pemeriksaan kembali terhadap data yang 

diperoleh secara cermat baik dari sumber primer maupun sumber 

sekunder,  dengan  tinjauan  maqa>s{id al-shari>’ah  terhadap Surat 

Ketua Mahkamah Agung nomor 73/KMA/HK.01/1X/2015 tentang 

penyumpahan advokat. 

b. Organizing yaitu mengatur dan Menyusun data secara sistematis 

mengenai kajian maqa>s{id al-shari>’ah  terhadap  Surat Ketua 

Mahkamah Agung no 73/KMA/HK.01/1X/2015 tentang 

penyumpahan advokat sehingga dapat memperoleh gambaran yang 

sesuai dengan rumusan masalah serta mengelompokkan data yang 

diperoleh.  

                                                                    
19  Ibid. 
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c. Analyzing yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap 

hasil editing dan organizing data yang telah diperoleh dari sumber-

sumber data dengan menggunakan teori-teori dan maqa>s{id al-

shari>’ah sehingga dapat diperoleh kesimpulan. 

d. Translitrasi yaitu teknik mengubah bahasa Arab ke bahasa latin 

(bahasa Indonesia) agar dapat dipahami oleh orang-orang yang 

membaca, sehingga tidak terjadi kesalah pahaman dalam 

memahami penelitiaan ini.  

5. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis verifikatif dengan 

pola pikir deduktif, yaitu dengan cara memaparkan data dengan jelas 

dalam hal ini data terkait dengan Surat Ketua Mahkamah Agung 

nomor 73/KMA/HK.01/1X/2015 tentang penyumpahan advokat, 

kemudian dianalisis dan diverifikasi dengan teori maqa>s{id al-shari>’ah. 

Metode ini digunakan penulis untuk mengetahui tujuan dari 

diterbitkannya Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 

73/KMA/HK.01/1X/2015 tentang penyumpahan advokat. 

 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Yang dimaksud sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah 

uraian dalam bentuk essay yang menggambarkan alur logis dari struktur 
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bahasan skripsi.20 Agar tercapainya pembahasan penelitian ini menjadi 

sistematis dan kronologis yang sesuai dengan alur berpikir ilmiah, maka 

dibutuhkan sistematika pembahasan yang tepat, adapun sistematika 

pembahasan dalam penelitian adalah sebagai berikut:  

Bab pertama, merupakan awal yang memaparkan secara global tentang 

latar belakang masalah yang dikaji. Hal ini merupakan langkah awal untuk 

melangkah pada bab-bab selanjutnya. Bab ini meliputi, latar belakang 

masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian 

pustaka, tujuan dan kegunaan penelitian, devinisi operasional, metode 

penelitian dan sistematika pembahsan. 

Bab kedua, akan menjelaskan secara detail semua tentang maqa>s{id al-

shari>’ah, diantaranya berisi tentang definisi maqa>s{id al-shari>’ah, tujuan 

penerapan al-shari>’ah, prinsip maqa>s{id al-shari>’ah, dan maslahah al 

mursalah. 

Bab ketiga, akan menjelaskan secara detail semua tentang deskripsi 

singkat polemik dalam organisasi advokat, penjabaran Surat Ketua 

Mahkamah Agung nomor 73/KMA/HK.01/1X/2015 tentang penyumpahan 

advokat dan pertimbangan ketua Mahkamah Agung dalam Surat Ketua 

Mahkamah Agung nomor 73/KMA/HK.01/1X/2015 tentang penyumpahan 

advokat. 

Bab keempat, memuat tentang analisis mengenai Surat Ketua 

Mahkamah Agung nomor 73/KMA/HK.01/1X/2015 tentang penyumpahan 

                                                                    
20 Ibid., 10. 
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advokat dan analisis maqa>s{id al-shari>’ah terhadap Surat Ketua Mahkamah 

Agung nomor 73/KMA/HK.01/1X/2015 tentang penyumpahan advokat. 

Bab kelima, memuat penutup yang berisi kesimpulan tentang 

pertimbangan ketua Mahkamah Agung dalam Surat Ketua Mahkamah 

Agung nomor 73/KMA/HK.01/1X/2015 tentang penyumpahan advokat, 

kandungan maslahah dalam Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 

73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang penyumpahan advokat,  serta saran yang 

menyangkut dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti. 


